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This study aims to: (1) describe and analyze the Promotion of Primary High Leadership 
Position in Merauke Regency, and (2) To describe and analyze the Promotion of Primary High 
Leadership Position in Merauke Regency. The researches used are qualitative. Data collection is 
used with observation, interview and documentation techniques. Data analysis used is a qualitative 
descriptive approach. The results showed that the Promotion Process of Primary High Position in 
Merauke Regency was in accordance with the mandated PERMENPAN Number 13 of 2014, but not 
in accordance with Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil 
Servants, related to the Requirements to be appointed in the Primary JPT. In the findings there are 
5 positions whose leaders are over 56 years old and 1 D-II education person. Gender is one of the 
most dominant factors where most high-ranking officials are male. Then the age factor, most 
applicants who occupy positions aged over 51 years, because age provides an overview of the 
experience and length of work of someone to be able to occupy a position, and finally the factor of 
education where most of them are masters. 
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PENDAHULUAN 
Birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan 
tercapainya visi dan misi bangsa. Pemeritah daerah kabupaten Merauke dalam hal 
mejalankan tugas dan kerja telah melantik 75 orang pejabat eselon di lingkup 
Pemkab Merauke. Pejabat yang dilantik itu yakni, 18 orang eselon II, 27 orang 
eselon III, dan 30 lainnya eselon IV, para pejabat eselon dilantik berdasarkan SK 
Nomor 821:27/Mrk/IX/2017. Pejabat yang telah dilantik diharapkan, dapat 
menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik  serta mampu menjabarkan 
visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Namun ada beberapa pejabat eselon II 
berstatus pelaksana tugas (“Bupati Merauke Lantik Puluhan Pejabat Eselon – Metro 
Merauke,” 2017). Jumlah pegawai pemerintah daerah Merauke 6051 orang 
berdasarkan gender, perempuan 2870 dan dan laki-laki 3145 orang. Berdasarkan 
golongan 224 golongan I, 2272 golongan II, 2529 golongan III dan 1116 golongan 
IV terbagi di instansi, kelurahan, dan dinas di kabupaten Merauke (“Merauke 
Dalam Angka,” 2017).   Terkait dengan  Promosi Jabatan, ada beberapa pandangan 
dalam proses pelaksanaan kerja. Menurut (Sedarmayanti, 2009), yaitu sistem karier 
yang berdasarkan pada prestasi kerja, dengan penentuan kriteria yang jelas. 
Sedangkan menurut (Waluyo, 2015), Sistem Merit adalah kebijakan dan 
manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi 
kecacatan. 
Namun keselarasan antara konsensus dan realisasi promosi jabatan dalam 
penyiapan sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak selamanya 
sejalan. Kesiapan sistem merit manajemen ASN dapat dilihat dari setidaknya tiga 
aspek. Pertama, ketersediaan peraturan hingga taraf pelaksanaan. Kedua, 
ketersediaan unit pendukung pelaksanaan, seperti assessment center, talent pool 
management, pusat pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. Ketiga, ketersediaan 
sumber daya, seperti sumber daya pelaksana, anggaran, serta fasilitas pendukung 
(“Policy Brief Membangun Kesiapan Sistem Merit Manajemen ASN,” 2016). 
Dalam pelaksanaan tugas organisasi Pemerintah Republik Indonesia, 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sebagai tujuan 
organisasi memerlukan sumber daya manusia serta memiliki kinerja yang baik.  
Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara berperan penting dalam memimpin 
dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 
merupakan jabatan strategis untuk melakukan perubahan dan menjadi role model 
bagi pegawai-pegawai ASN di instansinya.   Untuk meningkatkan kopetensi dan 
profesionalisme JPT, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (UU ASN) mengatur pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara,” 2014).  Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan 
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struktural merupakan tantangan yang sangat kompleks mengingat pengaturan 
mengenai pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural diatur 
secara sporadis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Untuk itu 
pemerintah pusat dan daerah perlu menginterpretasikan peraturan tersebut secara 
tepat dan konsisten. Sehingga tidak terjadi opini  bahwa promosi jabatan adalah 
pengangkatan dan mutasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Merauke cenderung terkesan ada faktor politis serta pada pertimbangan 
‘like or dislike’ (spoil system). 
Dalam penelitian sebelumnya, keterkaitan dengan promosi jabatan   
menurut (Suharman, 2017), Pengaturan pengisian jabatan pejabat tinggi pratama di 
daerah telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi, dilaksanakan secara terbuka dan memiliki batas waktu dalam 
menetapkan dan melantik calon pejabat tinggi pratama di daerah yang telah lulus 
seleksi dan telah diusulkan oleh panitia seleksi kepada pejabat pembina 
kepegawaian.  Menurut (Choirotin M, 2016), Tahap-tahap dan langkah-langkah 
yang harus dipenuhi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 
seperti, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi haruslah berjalan dengan 
baik  namun memiliki kelemahan jika ketidakadanya SOP sebagai pedoman, 
konsep soal tes yang selalu sama, dan waktu pelaksanaan tes yang kurang memadai. 
Menurut (Yuanita, 2017).  Dalam rangka menata pola karier Pegawai Negeri Sipil 
khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama, maka direkomendasikan untuk 
melakukan penyusunan rumpun jabatan yang bersesuaian, memiliki kesamaan, 
serta berkorelasi dalam fungsi dan tugasnya. Hal ini penting agar arah reposisi 
(promosi dan mutasi) Pegawai Negeri Sipil  lebih jelas serta Pegawai Negeri Sipil 
sendiri dapat melakukan self assessment terhadap pengembangan kariernya ke 
depan. 
BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitatif methods). 
Sedangkan untuk mencari jawaban tentang proses penempatan pegawai eselon II, 
dan faktor-faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Merauke, maka jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu  jenis penelitian yang 
menggambarkan fenomena atau kejadian secara apa adanya.  Penelitian kualitatif 
mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan 
fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 
sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian 
penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 
merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi 
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(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna  dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). 
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokus pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke yang dipilih sebagai lokasi 
penelitian. 
Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian ini yakni Pada :  
1) Promosi Jabatan Tinggi Pratama yang ada di kabupaten Merauke. Penelitian 
ini sejatinya ingin melihat apakah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama dilakukan berdasarkan pada prinsip merit system terkait dengan 
pelaksanaannya.S 
2) Faktor-faktor pertimbangan pada pelaksanaan promosi Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama dalam pengisian jabatan yang bertentangan dengan aturan 
ASN dan Kepegawaian dalam promosi hingga pengankatan Jabatan Tinggi 
Pratama di Kabupaten Merauke. 
Sumber Data 
Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah Sekretaris 
Daerah (Sekda), Asisten III Sekda, dan Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Merauke, yang 
dianggap mempunyai informasi kunci (key-informan). maka data yang diperlukan 
sebagai berikut : Data Umum (Sekunder),Data Khusus (Primer). 
Informan Penelitian 
Untuk teknik penentuan informan dilakukan secara purposive Sampling yaitu 
dengan memilih informan yang dianggap representatif untuk memberikan 
informasi mengenai Penempatan Pegawai Eselon II dalam Mewujudkan Tata 
Pemerintahan yang baik Di Kabupaten Merauke. Adapun Informan yang dianggap 
representatif adalah sebagai Berikut : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Merauke. Asisten III Sekda Kabupaten Merauke, Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke, Staf 
Pegawai BKPSDM Kabupaten Merauke. 
 
 
Teknik Mengumpulkan Data 
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          Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data  tambahan seperti dokumen, 
dan lain-lain (dalam Moleong, 2015 : 157).  
Teknik Analisis Data 
Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulana atau verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi sebagai sesuatu yang 
saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, 
selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun 
wawasan umum yang disebut “analisis” (Silalahi, 2009). 
HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian dilapangan terkait dengan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di Kabupaten Merauke saat ini menuai banyak kritikan karena dianggap 
tidak mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan apabila dilihat 
kekesesuaiannya berdasarkan undang-undang Aparatur Sipil Negara, maka proses 
pelaksanaan promosi jabatan di Kabupaten Merauke belum sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengisian jabatan yang kemudian 
akhirnya menimbulkan keraguaan akan keefektifan mekanisme pengisian jabatan 
tersebut karena dipandang bahwa seolah-olah hanya mengutamakan aspek politis 
pada pengangkatan jabatan sehingga pelaksanan promosi jabatan yang 
dilaksanakan dianggap mengenyampingkan aspek kualitas dan kualifikasi yang 
diperlukan untuk mengisi suatu jabatan tersebut, sehingga banyak dijumpai pejabat-
pejabat yang menempati jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, akhir 
daripada itu bisa saja akan memperburuk kinerja dari instansi pejabat terkait dengan 
berbagai paktek dalam tata kekola pemerintahan yang buruk (bad governance).  
Sementara  reformasi birokrasi saat ini berusaha mendorong adanya perbaikan 
sistem kepegawaian di Indonesia, baik menyangkut struktur kepegawaian maupun 
menyangkut pengoptimalan kinerja sumber daya manusia pegawai itu sendiri, 
sehingga dapat mewujudkan tata kinerja pegawai yang efektif, efisien, dan sesuai 
dengan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik, dan benar-benar mampu 
menjalankan fungsinya, berdasarkan salah satu dari prinsip umum kepegawaian 
yang mengamanatkan pejabat harus ditempatkan pada jabatan yang sesuai (The 
Right Man On Right Position).  Berkaitan dengan pelaksanaan penempatan Jabatan 
Pimpinan Tinggi di Pemerintahan Kabupaten Merauke tersebut, ketika peneliti 
melakukan observasi dan juga wawancara dilapangan terkait dengan fungsi pada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi 
fokus dan lokus utama bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini maka, adapun 
pelaksanaan promosi jabatan saat ini yang dilaksanakan belum sesuai dengan   
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Peraturan Perundang-undangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga belum 
berdasarkan dengan prinsip merit, mengapa demikian?, ketika Pimpinan Daerah 
dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke setelah dilantik menjadi 
Bupati dan Wakil Bupati defenitif pada tanggal 17 Februari 2016 dimana masa 
jabatannya yang baru 3 (tiga) ingin melakukan pelaksanaan promosi jabatan 
pimpinan tinggi pratama namun kemudian dibatalkan, lalu pada tanggal 24 Februari 
2017 dilakukannya lagi pelantikan yang pada akhirnya dibatalkan pula, sehingga 
hal itu dianggap sebagai pelecehan dalam birokrasi  karena menyisakan cerita pahit 
bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digadang-gadangkan mendapat 
promosi jabatan justru batal dilantik oleh Bupati Merauke tersebut, dan pada 
akhirnya tanggal 19 September 2017 barulah Bupati melantik 75 orang pejabat 
eselon dilingkup Pengkab Merauke, yakni 18 orang jabatan eselon II, 27 orang 
jabatan eselon III, dan 30 lainnya eselon IV. 
Walaupun demikian telah dilaksanakannya pelantikan bagi para pejabat 
pimpinan tinggi pratama namun dianggap Pemkab Merauke belum melakukan 
promosi jabatan seacara terbuka.  Pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di Kabupaten Merauke seharusnya menerapkan prinsip keterbukaan 
sehinnga pada hakikatnya nanti setiap pelamar yang memenuhi persyaratan tertentu 
memiliki hak untuk mengajukan dirinya dalam seleksi pengangkatan jabatan 
pimpinan tinggi pratama tersebut. Hal tersebut dilakukan guna menampung 
berbagai kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sehingga nantinya dapat 
ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Data dari 
hasil wawancara terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta dengan pelaksanaan 
yang dilihat dilapangan bahwa kinerja seorang ASN yang kemudian akan dipilih 
menjadi calon daripada salah satu jabatan tertentu yang pada akhirnya akan 
dipromosikan, sudah barang tentu berdasarkan ketentuan yang mencantumkan 
dengan sangat jelas akan syarat pendidikan formal sebagai syarat untuk menduduki 
suatu jabatan tertentu, hal ini disampaikan oleh kepala badan kepegawaian dan 
pengembangan sumber daya manusia diruangannya ketika saat diwawancarai, 
menurut kepala badan kepegawaian bahwa pada saat proses seleksi berjalan, Pansel 
(panitia seleksi) sudah melakukan penilaian calon pejabat dari aspek pendidikan 
formal, pendidikan struktural dan pendidikan fungsional, serta dilakukan 
wawancara dan tes tertulis. Namun menurutnya, seleksi pejabat eselon II di lingkup 
Pemkab Merauke dilakukan terbuka tetapi terbatas. Maksudnya hanya dikhususkan 
bagi aparatur sipil negara yang bekerja di Merauke. Sementara Panitia Seleksi 
terdiri dari unsur birokrat, tokoh masyarakat, dan Kantor Regional PKM Jayapura. 
Masih banyak kendala yang terjadi pada badan kepegawaian daerah dan 
pengembangan sumber daya manusia kabupaten merauke dikarenakan belum 
adanya perekruitan pegawai sesuai kompetensinya, dan juga open recruitment 
jabatan tinggi untuk umum sehingga tidak ada peluang yang lebih bagi orang-orang 
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yang berkompeten.  (sumber : Hasil Wawancara Kepala BKD Kabupaten Merauke 
19 februari 2018 
 
PEMBAHASAN 
Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu upaya pengembangan potensi 
sumber daya manusia (apartur) yang dilakukan oleh organisasi. Menurut (Rivai, 
2005), Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 
memperoleh dan meningktakan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 
berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih 
mengutamakan pada praktik dari pada teori. Pelatihan, secra singkat didefinisikan 
sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saatini dan kinerja di masa 
mendatang.  Pelatihan pada dasarnya sangat penting bagi karyawan baru maupun 
yang sudah lama. Pelatihan, secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 
untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang.  Diklat yang 
diperuntukkan bagi pegawai baru dimaksudkan agar dikemudian hari mereka dapat 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya, sedangkan bagi pegawai lama 
diklat dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi kerja sesuai dengan 
kompetensinya, sehingga lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas dimasa 
yang akan dating.  Oleh karena itu, maka pelaksanaan diklat harus dilakukan secara 
berkelanjutan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang tidak terduga dan 
demikian pesatnya sehingga  sebagai aparatur pemerintah dan abdi Negara serta 
abdi masyarakat harus mampu mengantisipasi perubahandan dapat menjawab 
segala tantangan jaman (Harsono, 2009). 
Data dari hasil wawancara terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta 
dengan pelaksanaan yang dilihat dilapangan bahwa kinerja seorang ASN yang 
kemudian akan dipilih menjadi calon daripada salah satu jabatan tertentu yang pada 
akhirnya akan dipromosikan, sudah barang tentu berdasarkan ketentuan yang 
mencantumkan dengan sangat jelas akan syarat pendidikan formal sebagai syarat 
untuk menduduki suatu jabatan tertentu, hal ini disampaikan oleh kepala badan 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia diruangannya ketika saat 
diwawancarai, menurut kepala badan kepegawaian bahwa pada saat proses seleksi 
berjalan, Pansel (panitia seleksi) sudah melakukan penilaian calon pejabat dari 
aspek pendidikan formal, pendidikan struktural dan pendidikan fungsional, serta 
dilakukan wawancara dan tes tertulis. Namun menurutnya, seleksi pejabat eselon II 
di lingkup Pemkab Merauke dilakukan terbuka tetapi terbatas. Maksudnya hanya 
dikhususkan bagi aparatur sipil negara yang bekerja di Merauke. Sementara Panitia 
Seleksi terdiri dari unsur birokrat, tokoh masyarakat, dan Kantor Regional PKM 
Jayapura.  Masih banyak kendala yang terjadi pada badan kepegawaian daerah dan 
pengembangan sumber daya manusia kabupaten merauke dikarenakan belum 
adanya perekruitan pegawai sesuai kompetensinya, dan juga open recruitment 
jabatan tinggi untuk umum sehingga tidak ada peluang yang lebih bagi orang-orang 
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yang berkompeten.  (sumber : Hasil Wawancara Kepala BKD Kabupaten Merauke 
19 februari 2018 
Ada beberapa hal juga yang menentukkan berpengalaman tidaknya seorang 
karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu : a. Lama waktu/ 
masa kerja Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh 
seseorang dapat dipahami melalui tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 
melaksanakan dengan baik. b.Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 
Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, dan prosedur, kebijakan atau informasi 
lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencangkup kemampuan 
untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. 
Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk 
mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. c.Penguasaan terhadap 
pekerjaan atau peralatan Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-
aspek teknik perlatan dan teknik pekerjaan (Foster, 2001).  Dari hasil wawancara 
dilapangan pada saat penelitian terkait dengan masa kerja  pada Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Merauke  
bahwa yang menjadi kendala oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu sendri 
adalah tingkat eselon yang akan dan/atau telah dijabat oleh pegawai aparatur 
Negara  sebagai pejabat eselon II yang dilantik Bupati Merauke beberapa waktu 
lalu, sudah mengikuti seleksi. Selain itu pejabat yang sebelumnya sudah 
diberhentikan alias di-non job-kan diberikan kesempatan juga untuk mengikuti 
seleksi tersebut namun mereka tidak hadir. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Merauke, menurut Sekda Pada dasarnya memang mereka siap, hanya 
saja dalam waktu dekat harus dikomunikasikan dahulu dengan Komisi ASN tentang 
rencana ini. Supaya kemudian kalau sudah disetujui jadwal dan draftnya, maka akan 
langsung diberikan. 
Terkait dengan beberapa penyampaian diatas mengenai masa kerja Aparatur 
Sipil Negara dalam hal ini pejabat eselon II yang dipilih untuk mengikuti seleksi 
memang sudah secara langsung terbuka dan transparan namun terhadap proses 
pelaksanaan penyeleksian tersebut terjadi banyak kendala dikarenakan beberapa 
dari calon pejabat eselon tersebut belum memiliki pengalaman serta kemampuan 
yang cukup namun sebagai pendukung bupati pada era pilkada, maka mereka 
dipilih untuk mendukung program bupati tersebut. Dari hasil observasi dilapangan 
terlihat bahwa yang dimaksud dengan Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja 
yang telah ditempuh seseorang didalam menjalankan tugas-tugasnya belum 
terlaksana dengan baik. (sumber : Hasil Wawancara Sekda Kabupaten Merauke 22 
februari 2018 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Promosi Jabatan Tinggi Pratama di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya 
mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang 
Promosi atau Pengisian Jabatan Tinggi Pratama. Hal ini terlihat dari belum 
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terlihatnya ketentuan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama yang diamanatkan oleh 
Undang-undang ASN yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Permenpan No.13 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka di 
Lingkungan Instansi Pemerintah. Secara kompetitif Seleksi Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah diatur 
dalam Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Unsur 
kompetitif dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Merauke belum 
sepenuhnya terjabarkan dalam pelaksanaan seleksi, hali ini disebabkan belum 
lengkapnya peraturan pelaksanaan tentang kompetensi jabatan. 
Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Merauke harus 
sesuai dan mengikuti ketetuan yang berlaku berdasarkan dengan Peraturan Undang-
undang ASN dan Permenpan No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah. 
Promosi Jabatan ini harus bersifat terbuka dan mengedepankan system merit untuk 
diperlukan ketentuan teknis yang lebih rinci untuk menghindari terjadinya variasi 
pelaksanaan Pengisian Jabaatan Pimpinan Tinggi Pratama. Diperlukan penerbitan 
Peraturan Pemerintah yang lebih rinci yang mengatur lebih lanjut tentang syarat-
syarat kompetitif Pengisian Jabatan di setiap daerah. Peraturan Pemerintah ini 
kemudian akan berfungsi untuk menghindari keberagaman penafsiran yang 
akhirnya berujung pada kesewenangan. Peraturan Pemerintah ini juga akan 
menhasilkan pejabat yang terpilih pada sebuah jabatan yang benar-benar memiliki 
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